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WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 
PENGEWMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, 
dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pi.mpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional, ditetapkan penganggaran 
sebagai rencana keuangan yang digunakan untuk 
mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan 
tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip 
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana; 

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta 
untuk menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Palangka Raya, perlu menetapkan besaran 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang 
Operasional di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Palangka R~ 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peratu.ran W alikota Palangka Raya ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota 
Palangka Raya; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 
Pembentu.kan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noir 
2753); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 
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Menetapkan 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Ata.s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan . Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta. Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kota. Palangka Raya Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 
2016 tenta.ng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota. Palangka 
Raya Tahun 2016 Nomor 12); 

14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 
Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58). 

MEMUTUSKAN : 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikotaini yang ditnaksµd clengari: 

l. J>emerirltah ··Daerah a.dalah .Perii.¢rirttah·.Kota Pal@gk:El. ~aya. 

2. pew-an Per-wakil~< R~at·•·.J)a.erEtll··· <Y~& . s¢Uatiju.tp.ya.< <iisir1~,t 
DPRIJ El.dtil~ . ) l~rn1>aga. < ........ P~rvv~an/ .· .•.•. r~,t./.( a,ei-~ i .... / .• Y'Elllg 
b.erlc~dt.1du.1,qu:t < ·. >gepEtgai .. ••···UilSUr ·•·.···· peny-elenggarai · ..... ·· .· Pernerintalian 
D~ei-al:l dinl~~ud dEtlEUn lJ:n(j.ang7ung.ang Nwnqr 2~ .· Tahun·.·•· 2014 
te•:1J'.1;µ1g Pel:!lei-i1;1.tAA1U1 'Paerah; t 
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3. Piip.pinan Dewall PeIWakil;ut ~a.toae~ah aclalE:lli Ketua d~tl W akil -
vvajcilKetµa ·.Pewan Perwajci].an .Rakyat Daerah~ 

4. An~?ta. .. ·• Dewan ·< J>ehvakilElll ·•·•·Rakyat ·.. n,erahaclalah ·. ·• ·· Itlereka ycU"lg 
diresinilcl:ll:l •·••···.•.ketinggota.EU1riya. ....•. · .. seba.ga.ii••··.•·Anggota. ?D~wan·.·•··.·. ·.PeI"Wakilflll. 
Rakyat .··. Da~rall •••dan .... ·.•tel;;1.l1 tnerigu~a.p sulllpa.b/janji berdasarkan 
k~tentµan. peraturan . perundang-undangan. 

5·. 'I'u.n.Jartgan••••··•·8.:ornµJ.100l_si ••····•··Ir1tens~fya.ng·•.\sf!lE10jutriy~ .. ··•··ciisinglcat ··.•••TKI 
adalah •. uang.yang<diperil<an. lcepa.da. ·Punpinan. ..•• ctcU"l Angg9tapewan. 
J>ervvakilan. 8~at Daera.h~~tia.J>ibulan 1a1azn Jaµglc~rnen<iorqng 
pe:nin$1ca.tan•••lcinerja Pimpinan.•·•··dan. ·.•AnggotaDewanPerwakilan· Rakyat 
Dae:rah . 

6. BelcU1ja :Penunjang .Operasional Pimpinan Dewan PeI"WakilarrRalcyat 
Da.~r~ yan.g ~~lanjlJ.tnya. disebut BPO Pimpir1an [)ewan 
PeI'WakilEUl 8a.kya.t paera.h adalah .ctana yang dis~diakan bagi 
Pimpinan D~wan Penyakilan Rakyat Daerab, setiap bulan untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan, danlcebutu~~ laitl ·. gu11a m:~ancarkan 
pelaksanaan tugas Pimpinan Dewat1. Perwakllan RakyatD~erah sehari 
hari. 

7. Kelompok kemaznpuan. keuangan daerah adalah klasifikasi/ 
Id.aster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan 
keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula 
sebagai dasar pe11.ghitungan besaran Tunjangan Kemunikasi 
Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada 
setiap klaster. 

BABU 
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal·2 

Kemaznpuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: · 
a. Tinggi, dengan besaran kemam.puan keuangan daerah di atas 

Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah); 

b. Sedang, dengan besaran kemampuan keuangan daerah mulai 
Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan 
Rp.400.000.000.000.,00 (empat ratus milyar rupiah); dan 

c. Rendah, dengan besaran kemampuan keuangan daerah kurang 
dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). 

Pasal 3 

(1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula 
kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum 
daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). 
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(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) 
terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi basil dan 
dana alokasi umum. 

(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal 
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 

(4) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 
tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak 
penghasilan (PPh Pasal 21). 

Pasal 4 

(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan 
keuangan daerah adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) lnduk tahun anggaran belanja berkenaan. 

(2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 5 

Besaran kemampuan keuangan daerah sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 2 setiap tahun clitetapkan dengan Keputusan Walik:ota. 

BAB III 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

Pasal 6 

(1) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, 
maka bagi pimpinan dan anggota Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah 
diberikan tunjangan komunikasi intensif paling banyak 3 (tiga) 
ka1i uang representasi Ketua Dewan Perwa.kilan RajfyatDaerah. 

(2) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok 
sedang, maka bagi pimpinan dan anggota Dewan Peiwakilan Rakyat 
Daerah diberikan tunjangan komunikasi intensif paling banyak: 2 
(dua) kali uang representasi Ketua Dewan Petwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, 
maka bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah 
diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif paling banyak 1 Jsatu) 
kali uang representasi Ketua Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah. 1 
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BAB IV 
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL 

Pasal 7 

(1) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, 
maka belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang 
representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 4 
(empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, 
maka belanja penunjang operasionaI pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang 
representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 2 ½ 
(dua seperdua) kalijumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, 
maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang 
representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 1 1/2 
(satu seperdua) kali jum.lah uang representasi seluruh Wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(4) Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Daerah sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

BABV 
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 9 

(1) Tunjangan I<:om~sflntensifibagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Ra.kyafI>aerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsungj~nis . B~lanjEl 
Pegawai pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dewan Perwakilan 
Ral<:yat Qa.era1:l Kota Palangka Raya. 

(2) Belanja penunjang operasional pimpinan Dewan . iPerwakilan 
Rakyat ·· Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis 
Belanja Pegawai, obyek belanja penunjang operasional .. da.I1. 
rincian obyek Belanja Penunjang Operasional pimpinan Dewan 
Perwalcilan Ra.kyEt.t Daerah pada Pos Sekretariat Dewan 
PerwakilariRakyat. Daerah. 

f 
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Belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan t<a.Kyat 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: 
a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan 

permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan 
memasyarakatkan keputusan Dewan. ·. Pen.vakilan Rakyat Daerah 
kepada seluruh Anggota Dewan Perwakila:n Rakyat I)aerah. 

b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan 
transportasi. 

c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara 
kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan 
pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada 
kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh 
masyarakat, menjadi juru bicara Dewan • Perwakilan Rakyat 

'--../1 Daerah, dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok 
masyarakat yang sifatnya insidental. 

Pasal 11 

(1) Sekretaris Dewan Perwa.kilart Rakyat Daerah selaku pengguna 
anggaran/ pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan 
belanja penunjang operasional pimpinan Dewan •• Petwa.kila:n 
Rakya.tDaerah. 

(2) Sekretaris DewanPetwakilan Rakyat ·Oaerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah 
Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja 
Pc::nu11jang Operasional Pimpinan DeWan. J>erwakilan. •··•.·· Rakyat 
Daerah sebesar 1 / 12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun 
anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan 
melampirkan: 

a. Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani; dan 

b. Fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan Dewan 
Pen.vakitan•··.·.· ·Rakyat Daerah yang menje laskan penggunaan 
dana akan sesuai dengan peruntukannya. 

(3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan 
dapat dilakukan sepanjang penggunaan 
sudah diterima telah dipertanggungjawabkan. 

Pasal 12 

berikutnya 
dana yang 

( 1) Dalam rangka pertanggt1n~awaban belanja penunjang 
operasional pimpinan Dewan Perwa:kilan Rakyat Daerah, 
Pimpinan Dewan Perwakilan ·. Rakyat Daerah wajib 
menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan 
dana tela.h sesuai dengan peruntukannya. 

t 
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(2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional 
pimpinan t:>ew£:l.1i P~fwa.ltj:1£:l.1i Raj.<ya1: t:>aerElll dibuktikan dengan 
laporan basil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian 
penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan 
Peryvaj.{:ilan. Raj<y.3.t Dl:l¢tElll. 

(3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
P¢w®-i•.·•Petvv~la.:ri ••• R~ijt >t.>ijeraj:lsebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima 
(masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana 
yang ditandatangani Pimpinan be-watj1?¢tw~la.ii. ~E:tl(yatr.>E;teI'a,h. 

(4) Bukti pertanggungjawaban 
dimaksud pada ayat (2) 
Pengeluaran setiap bulan 
berikutnya. 

penggunaan dana sebagaimana 
disampaikan kepada Bendahara 
paling lambat tanggal 5 bulan 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Palangka Raya. 

Palangka Raya 
2017 

H. M. RJBAll SATIA 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

DARANI / 
BERITA DAERAH KOT PALANGKA ~A TAHUN 2017 NOMOR 3: 
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(2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional 
pimpinan P¢wa.ri )?eri.¥:alq.laJ:i R.a.lcya.t:.>I>a.ij1iili. dibuktikan dengan 
laporan basil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian 
penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan I>ceWaJ:i 
~fi-Wakilru:i/R.akya.f [)a.~:ta.h.. 

(3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
I>ewfil-1 f>¢:t'W'a.kila.t1. /Rajg,a.t/ .·.pjei-E;t11.\ sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima 
(masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana 
yang ditandatangani Pimpinan peWEt:ti P~rvv-aldl~/Ra:k&;a.tiO;a.eraj:i. 

(4) Bukti pertanggungjawaban 
dimaksud pada ayat (2) 
Pengeluaran setiap bulan 
berikutnya. 

penggunaan dana sebagaimana 
disampaikan kepada Bendahara 
paling lambat tanggal 5 bulan 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Palangka Raya. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 3 Janua.ri 2 .7 

IKOTA PALANGKA RA A, 

~ 

H. M. RIBAN SATIA 

DARANI 
BERITA DAERAH KOT PALANGKA RA~IUN 2017 NOMOR 

--
BA ·:IAN HUKUM TGL i ff ; 

SEI\DA '72,,,' 
ASISTEN I I 1 
ASISTEN II >~ 
AS!STEN Ill 

KA.BAG ' f(ASliBAG 1 I 
PR.AKSANA l,, '>Ofi\~ 
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